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Abstrak
 

Tesis ini membahas mengenai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (untuk selanjutnya disebut RUPS

LB) yang dilakukan dan dihadiri oleh seluruh pemegang saham PT. Golden Bird Metro pada tanggal 18

Maret 2008. RUPS LB ini adalah yang kedua kalinya diadakan karena pada saat RUPS pertama tidak

memenuhi kuorum. Panggilan Rapat kedua dilakukan oleh Direksi pada tanggal 10 Maret 2008. Kemudian

RUPS LB ini menimbulkan permasalahan hukum dan menjadi objek sengketa di Pengadilan. Akta Risalah

RUPS LB diminta pembatalan di pengadilan, dan Notaris yang membuat akta tersebut juga digugat oleh

pihak yang merasa dirugikan. Dalam kasus ini Penggugat yang merupakan Direktur Utama dan sekaligus

pemegang saham 33,3 % saham dari PT. Golden Bird Metro menggugat Notaris PM, notaris di Jakarta Pusat

yang membuat akta risalah RUPS LB PT. Golden Bird Metro nomor 24 tanggal 18 Maret 2008. Penggugat

menyatakan bahwa pada saat pelaksanaan RUPS tidak pernah ada pembahasan terhadap agenda RUPS

dikarenakan pada rapat terjadi perdebatan mengenai siapa yang berwenang memimpin RUPS dan

menyatakan tergugat telah menyalahgunakan wewenang sebagai notaris dengan menuangkan rekayasa

peristiwa hukum RUPS LB ke dalam berita acara RUPS. RUPS LB ini bukan dipimpin oleh Pengugat

karena dalam kedudukannya selaku Direksi masih terlibat sengketa dengan perseroan di pengadilan.

Menurut ketentuan yang berlaku pasal 99 Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007,

Direktur Utama (Penggugat) menjadi tidak berwenang mewakili perseroan. Penyelenggaraan RUPS LB ini

sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas mengenai jangka waktu pemanggilan RUPS

akan tetapi melanggar Anggaran Dasar perseroan mengenai pihak yang berwenang memimpin RUPS.

Perbuatan hukum memimpin Rapat Umum Pemegang Saham tidak termasuk tindakan hukum pengurusan

perseoran. Penelitian ini dilakukan berdasarkan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis

normatif.

<hr>This thesis discusses Extraordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as RUPS

LB) executed and attended by all shareholders of PT. Golden Bird Metro on 18 March 2008. This RUPS LB

is convened in the second time due to the failure of quorum in the First RUPS. The Second Meeting

Summon was convened by Directors on 10th March 2008. Then this RUPS LB results in legal dispute and

becomes the object of dispute in the Court. Deed of Minutes of RUPS LB is requested to be ineffective by

the Court, and Notary who prepared the deed is also claimed by a suffered party. In this case, the Plaintiff

constituting President Director and the holder of 33% shares from PT. Golden Bird Metro files claim to the

Notary of PM, notary public practicing in Central Jakarta executing the deed of minutes of Extraordinary

General Meeting of Shareholders of PT. Golden Bird Metro Number 24 dated 18 March 2008. The Plaintiff
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said that during the performance of RUPS, there was no discussion concerning the agenda of RUPS, because

in the course of RUPS, there was debate regarding an authorized party who would chair the RUPS and

declared that the defendant has misused the authority as notary by entering manipulation of legal

circumstance of RUPS LB into in minutes of RUPS. This RUPS LB was not chaired by the Plaintiff because

in their capacity as Directors, they remain in dispute in court. Pursuant to the prevailing provisions under

Article 99 of Law of Limited Liability Company Number 40 Year 2007, President Director (The Plaintiff)

shall reserve no authority to represent the company. The performance of this RUPS LB is in accordance

with provision of Law of Limited Liability Company regarding period of summon of RUPS, but they

violated Articles of Association of the company regarding a party authorized to chair the RUPS. Legal act in

chairing the General Meeting of shareholders shall exclude legal act, administration of law, personal

administration. This research is conducted on the basis of library research method with the nature of

normative jurisdiction.


